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ABSTRAK

Hasanatul Rahmi 15042119/2015:  Implementasi Kebijakan Ketahanan
Pangan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Di
Kabupaten Pesisir Selatan

Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena ditemukan beebrapa
masalah dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir
Selatan. Ada 3 (tiga) tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui
implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, (2) Untuk mengetahui faktor
penghambat dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, (3) Untuk mengetahui
upaya Yyang dilakukan Dinas Pangan dalam mengatasi hambatan dari
implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif, Penelitian
dilakukan di Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penentuan informan
penelitian secara purposive sampling, yakni yang berkaitan dengan Implementasi
Kebijakan Ketahanan Pangan yaitu Kasubag Perencanaan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Seksi Ketahanan Pangan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan, Pihak Pemerintahan Nagari serta masyarakat yang ikut
terlibat dalam program Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan sebanyak 4
(empat) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan
ketahanan pangan dalam pelaksanaannya masih diperlukan beberapa perbaikan
seperti dari segi komunikasi masih adanya masyarakat yang belum memahami
bagaimana pelaksanaan implementasi, dinas pangan berupaya untuk memberikan
kembali sosialisasi dan pemahaman yang jelas kepada anggota. Kemudian upaya
untuk mengatasi hambatan dari segi sumber daya, permasalahn terkait sarana dan
prasarana seperti permasalahan mengenai penggunaan lahan, Dinas Pangan dan
pemerintahan nagari berkooridinasi dengan pemilk tanah agar mau
menghibahkan tanahnya untuk dibangunya tempat penyimpanan (lumbung)
pangan bagi masyarakat, yang pemilik tanah pun merangkap menjadi ketua
pengurus. Kemudian upaya yang dilakuakn untuk anggota yang meminjam
gabah/beras namun tidak dikembalikan Dinas Pangan terjun langsung menenui
anggota tersebut untuk mengingatkan bahwa apa yang dipijam dari penyimpanan
(lumbung) cadangan pangan harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang
telah ditentukan bersama-sama. Sedangkan upaya yang dilakukan dinas pangan
untuk lebih merespon dengan cepat keluhan masyarakat, Dinas Pangan akan
berupaya untuk lebih sering memonitoring atau terjun kelapangan untuk melihat
bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan serta mendengar secara langsung
keluhan-keluhan dari anggota dilapangan.

Kata Kunci:lImplementasi  kebijakan  ketahanan  pangan, kesejahteraan
masyarakat, Cadangan pangan
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan
yang dapat tercermin dari tercukupinya ketersediaan pangan baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergisizi, merata serta terjangkau dan tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang
Nomor 18/2012).

Kemiskinan merupakan tanggung jawab utama pemerintahan, dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan
public dikatakan negara berkewajiban melayani setiap warga negaranya dan
penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka
pelayanan public yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Republik
Indonesia 1945. Layanan yang diberikan oleh pemerintah sangat menentukan
upaya pemberdayaan masyarakat miskin guna pencapaian tujuan
pembangunan nasional menciptakan kesejahteraan dan mengurangi
kemiskinan.

Angka kemiskinan di kabupaten pesisir selatan pada tahun 2014
mencapai 33 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2015, jumlah meningkat lagi
menjadi 38 ribu dari total keseluruhan penduduk sekitar 450.186 jiwa,
sebanyak 38 ribu jiwa penduduk yang dikategorikan miskin, masyarakat

pesisir selatan yang berada dibawah garis kemiskinan rata-tara hanya



berpenganghasilan rendah, kebutuhan masayrakat pesisir selatan perhanrinya
dalam satu KK Kkita setarakan dengan mengkonsumsi sebanyak 2100 kilo
kalori, berdasarkan inflasi, penghasilan perbulan ternyata itu masih kurang
untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (BPS 2016)

Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 18
Tahun 2012 tentang pangan di lakukan penjabaran dan rugulasi dari peraturan
yang lebih merinci, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai penjabaran paraturan turunan dari
Undang-Undang Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
dan Gizi, untuk menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
dilakukan kegiatan cadangan pangan pemerintahan desa/nagari Yyang
dilakukan dengan produksi pangan poko tertentu diwilayah desa/nagari,
kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di
wilayah desa/nagari serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsumsi
masyarakat desa/nagari dan potensi sumber daya lokal.

Sementara itu untuk melakukan aksi tercapainya kebijakan ketahanan
pangan, adanya program-program yang dalam meningkatkan kesejahtreraan
masyarakat terhadap ketahanan pangan dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat.



Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintahan desa dilakukan
dengan pengembangan lumbung pangan, lumbung pangan dikelola oleh
masyrakat di dalam sebuah desa/nagari yang cadangan pangan yang dikelola
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/nagari untuk memenuhi
kebutuhan masyrakat perseorangan sehari-hari.

Penyelenggaraan implementasi kebijakan ketahanan pangan dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan akan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia
yang memberikan manfaat yang berkelanjutan berdasarkan kedaulatan
pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan yang bertujuan untuk:
meningkatkan  kemampuan memproduksi pangan secara  mandiri,
menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat
kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah atau
meningkatkan akses pangan bagi masyarakat terutama masayrakat rawan
pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pangan
di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi
konsumsi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan bagi para petani, nelayan
dan pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan
mengembangkan sumber daya pangan nasional (suryati 2014).

Implementasi Kebijakan ketahanan pangan merupakan salah satu

prasayarat dasar yang harus dimilki oleh daerah disamping prasyarat lainnya



dalam rangka menciptakan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan dan
daerah yang rawan pangan sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan
ketahanan pangan. kebijakan ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem
utama yakni subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan
pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi
kuantitas,kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi
berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk
menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperolehpangan dalam jumlah
dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.
Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengerahkan agar pola
pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman,
kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya (Badan Ketahanan Pangan
2009)..

Upaya peningkatan ketahanan pangan mengacu pada prioritas nasional
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah
(RPJMN) periode 2015-2019, utamanya untuk memperkuat distribusi dan
stabilisasi harga pangan dalam rangka akses pangan, maka dibutuhkan
langkah kebijakan yang mendukung proses keberhasilannya. Sehubungan
dengan itu, pembangunan sistem untuk meningkatkan ketahanan pangan
bersifat strategis.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna
mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di

tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga, serta menjamin konsumsi



pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah
tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal,
teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan
pengentasan kemiskinan (badan ketahanan pangan 2009).

Disini peneliti lebih memfokuskan implementasi kebijakan ketahanan
pangan dengan program pengelolaan cadangan pangan dilakukuan dengan
dalam rangka perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan
memfasilitasi pembangunan dan pengembanganlumbung dan pengisian
cadangan pangan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan
ketahanan pangan masyarakat petani agar terciptanya kesejahteraan bagi
masayrakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan adanyapelaksanaan
implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui program pengelolaan
cadangan pangan pemerintah desa/nagari, yang mana masyarakat petani
mengelola cadangan pangan mereka sendiri secara berkelompok dalam wujud
kelembagaan lumbung pangan.

Sebagaimana diungkapakan dalam wawancara dengan Bapak Alfis
Basyir pada tanggal 9 September 2019 yang mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan

masyarakat, dinas pangan menjalankan program pengelolaan cadangan

pangan pemerintah desa/nagari dengan pengembangan kelembagaan
lumbung pangan yang dikelola penuh oleh masyrakat petani”

Kegiatan pengembangan kelembagaan Ilumbung masyarakat ini

dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan cadangan pangan

dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan



kesejahteraan masyarakat. implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui
pengelolaan cadangan pangan memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial sebagai
cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan pada saat kondisi darurat seperti
bencana alam dan paceklik, serta fungsi ekonomi di mana ketika produksi
berlimpah dapat disimpan di lumbung dan pada saat harga sudah normal dapat
dijual.

Kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan
dengan pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat sebagai
salah satu prasyarat strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di
tingakat masyarakat. Keberadaan lumbung pangan menjadi sangat relevan
keberadaannya karena memberikan kemudahan dalam akses pangan, baik dari
sisi keterjangkauan secara fisik maupun kemampuan daya beli.

Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan
cadangan pangan melakukanpengembangan kelembagaan lumbung pangan
bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk
menjamin akses dan kecukupan pangan serta meningkatkan modal kelompok
tani untuk meningkatkan kesejahteraan dan terhindar dari kerawanan pangan
serta mengurangi kemiskinan, Kabupaten Pesisir Selatan sudah sejak lama
menerapkan kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan
pangan namun masih ditemui daerah-daerah yang mengalami kerawanan
pangan. Aspek cadangan pangan menjadi salah satu komponen penting yang
dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan
kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan

yang bersifat sementara (juknis LPM 2019).



Pengelolaan cadangan pangan melalui program lumbung pangan ini,
memilki dua sisi relevansi yakni: pertama, memantapkan keberadaan
cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan
keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu pelu adanya sinergitas
antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluhan pertanian, aparat
ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta
masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan
pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya mewujudakan kesejahteraan
masayrakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di
bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh
kelembagaan lumbung pangan masyarakat sebagai bentuk implementasi
kebijakan ketahanan pangan (juknis LPM 2019)

Kabupaten pesisir selatan telah melaksanakan implementasi kebijakan
ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan dalam wujudprogram
pengembangan kelembagaan lumbung pangan sejak tahun 2009. Sejak tahun
2009 sampai tahun 2017 telah dibangun 23 tempat penyimpanan cadangan
pangan masyarakat (lumbung pangan) yang dibangun melalui dana alokasi
khusus (DAK) bidang pertaniaan.dan pada tahun ini Dinas Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan akan membangun satu (1) lagi lumbung sebagai tempat
cadangan pangan melalui Dana Alokasi Desa (DAK) bidang pertanian.

Implementasi  kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan
cadangan pangan dalam wujud program lumbung pangan masyarakat, ada

beberapa tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap



kemandirian. Pada tahap penumbuhan kegiatan yang dilakukan adalah
idintivikasi  kelompok, pemberiaan sosialisasi, seleksi kemudian jika
kelompok Ilulus dalam seleksi maka akan ditetapakan dana untuk
pembangunan fisik tempat penyimpanan (lumbung pangan) bagi anggota
kelompok. Kemudian pada tahap pengembangan kegiatan yang dilakukan
adalah verivikasi, pemberian sosialisasi kegiatan usaha, pemberiaan pelatihan
bagi anggota, penyusunan rencana kegiatan usaha, penyaluran dana BANSOS
kemudian pengisian cadangan pangan serta penguatan kelembagaan dan stok
cadangan pangan masyarakat. Dan pada tahap kemandirian, anggota masih
dibantu dengan dana BANSOS,penguatan kelembagaan lumbung pangan
anggota dan penguatan cadangan pangan anggota serta pemberiaan pelatihan
kepada anggota kelompok dalam menunjang keberlanjutan program cadangan
pangan dan usaha ekonomi produktif anggota dengan diberikan sosialisai dan
pendampingan.

Dalam pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok diharapkan
dengan kegiatan ini anggota kelompok memilki sumber pendapatan lain agar
terjadinya peningkatan penghasilan bagi para kelompok petani, ini diharapkan
dapat membantu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga
masyarakat petani, dan diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung dengan
musim panen saja tetapi saat tidak musim panen atau pun saat musim panen
terjadinya bencana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga

mereka sehari-hari.



Kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok dilaksanakan oleh
kelompok dengan mekanisme pembelian-penjualan, tunda jual dan lainnya
yang diharapkan akan meningkatkan akumulasi pendapatan dan modal
kelompok. Keseluruhan stok cadangan pangan yang dikelola kelompok
bersifat dinamis dalam artian bahwa perputaran stok menjadi penentu
peningkatan modal anggota kelompok yang mengarah pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.Usaha ekonomi produktif ini dilakukan dengan
perputaran stok cadangan pangan masyarakat yang di dalam lumbung dengan
menjual cadangan pangan tersebut kepada masyarakat sekitar agar tercapainya
peningkatan modal kelompok kemudian juga dilakukan kegiatan tunda jual
yang dilakukan sebagai upaya dalam menambah keuntungan penjualan gabah
para petani.Tunda jual dilakukan saat musim panen namun terjadinya
penurunan harga gabah anggota kelompok disarankan untuk menunda
penjualan sampai harga gabah kembali normal agar tidak terjadinya kerugian
untuk petani (juknis LPM 2019).

Namun dalam realitanya implementasi kebijakan ketahanan pangan
dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan cadangan pangan
masyarakat dalam penguatan kelembagaan di kabupaten pesisir selatan tidak
berjalan dengan baik dan belum mampu menyediakan kebutuhan akan
kemudahan akses pangan bagi anggota kelompok. Karena adanya permasalah
dari internal kelompok yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan sesuai
dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota dalam

pengelolaan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif
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yang dijalankan, sosialisai yang kurang dipahami masyarakat, serta
monitoring lapangan yang jarang dilakukan, yang mengakibatkan terjadinya
permasalahankurang pahamnya anngota kelompok dengan sistem peminjaman
bahan pangan yang dapat dipinjamkan kepada anggota, yang mengakibatkan
banyak anggota yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditentukan. Jika pinjaman tidak dikembalikan akan
mengakibatkan stok cadangan pangan anggota pun menipis.

Pengisian stok cadangan pangan masyarakat telah di anggarkan oleh
pemerintah, untuk pengisiain gabah/beras yang nantinya kelompoklah yang
akan mengembangkan secara mandiri stok pangan tersebut agar terciptanya
usaha ekonomi produktif untuk penambahan pendapatan anggota kelompok.
Jika tidak terjadianya perkembangan dalam pengelolaan cadangan pangan
masayrakat tersebut maka tidak akantercapainya kemudahan dan ketersediaan
akan pangan maka masyarakat pun belum dapat dikatakan sejahtera.Setelah
anggaran diturunkan kelembagaan diberikan wewenang untuk dapat
mengembangkan cadangan pangan mereka sendiri dan pengembangan usaha
ekonomi produktif kelompok agar terpenuhinya ketersediaan pangan bagi
anggota kelompok dan peningkatan modal kelompok.

Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan
yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
(studi kasus pengelolaan cadangan pangan pemerintahan nagari melalui
kelembagaan lumbung pangan di kenagarian talaok kecamatan bayang

kabupaten pesisir selatan)
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa

masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

a.

Pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

Kurangnya sosialisasi dinas terkait kepada masyarakat sehingga masih
adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana pelaksana
implementasi kebijakan tersebut

Evaluasi dan monitoring lapangan jarang dilakukan oleh tenaga
pendamping

Permasalahan penggunaan lahan untuk pembangunan tempat cadangan
pangan (lumbung)

Adanya peminjaman terhadap gabah yang tidak dikembalikan oleh
anggota kelompok

Kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap bahan

pangan sehari-hari masih menjadi masalah masyarakat petani

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi maka dalam penelitian

ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam

penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Maka permasalahan dibatasi

tentang implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di kabupaten pesisir selatan.
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C. Rumusan Masalah
Dilihat dari batasan masalah yang dicantumkan, maka penulis
merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian,
diantaranya:

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apa faktor penghambat dari implementasi kebijakan ketahanan pangan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir
Selatan?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pangan dalam mengatasi
hambatan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut tujuan yang hendak
dicapai dalam kajian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari implementasi kebijakan
ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pangan dalam mengatasi
hambatan dari implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
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E. Manfaat Penelitian
Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dalam setiap kajiannya, yang mana manfaat tersebut akan diliahat
sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai
acuan dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan IIimu
Pengetahuan terkait kebijakan publik.

3. Bagi peneliti, Penelitian ini sebagai salah satu pengembangan ilmu
pengetahuan terkait bidang ilmu administrasi negara terutama dalam
bidang kebijakan publik serta sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh
peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Ilmu Administrasi
Negara, Universitas Negeri Padang. Dan juga merupakan sebagai salah
satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana llmu
Administrasi Publik pada Jurusan Illmu Administrasi Negara fakultas IImu

Sosial Universitas Negari Padang.



